
andemi semakin
membuka fakta
bahwa Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Negara
(APBN) berperan
yang sangat vital

dalam perekonomian. Tidak
hanya di Indonesia, tapi juga di
semua negara.   

Saat ini, di tengah situasi
perekonomian global yang
masih serba tidak menentu,
APBN masih menjadi salah
satu instrumen terpenting
dalam menjaga arah pemulihan
ekonomi nasional. APBN tidak
hanya berperan dalam
menstimulasi perekonomian,
tapi juga bekerja keras untuk
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. 

Dengan peran APBN yang
sedemikian penting, wajar
apabila pemerintah secara
konsisten menjaga APBN agar
tetap sehat. Melalui berbagai
reformasi fiskal, pemerintah
ingin terus berupaya untuk
meningkatkan kualitas APBN,
baik dari sisi pendapatan,
kualitas belanja, dan inovasi
pembiayaan. 

Di tengah upaya reformasi
fiskal yang terus dilakukan,
berbagai tantangan kembali
hadir. Satu di antaranya masih
terbatasnya pendapatan
negara untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan.
Untuk itu, pemerintah
memilih jalan dengan mencari
pembiayaan yang salah satunya
bersumber dari utang. 

Secara teoritis, utang
merupakan suatu hal yang
wajar dan umum dalam praktik
kebijakan keuangan negara.
Menurut Dana Moneter
Internasional (IMF), hanya ada
satu negara yang terbebas dari
utang, yakni Macao SAR.
Bahkan, Brunei Darussalam
yang selama ini dikenal sebagai
salah satu negara paling kaya di
dunia tercatat memiliki utang
pemerintah sebesar 3,2% dari
produk domestik bruto (PDB).

Untuk negara dengan porsi
utang terbesar terhadap PDB,
Jepang memimpin dengan
porsi 266,2%. 

Dalam konteks ini, utang
menjadi instrumen fiskal yang
mempunyai nilai strategis
untuk mengantarkan
terwujudnya kesejahteraan.
Meski demikian, pilihan
kebijakan utang juga membawa
konsekuensi risiko yang perlu
dikendalikan. 

Sejalan dengan hal tersebut,
maka pengelolaan utang harus
senantiasa memenuhi tiga
prinsip utama yaitu utang
sesuai kebutuhan, utang sesuai
kemampuan membayar, dan
utang yang diarahkan untuk
kegiatan produktif. 

Prinsip pertama adalah
utang sesuai kebutuhan.
Pemerintah menyadari bahwa
tantangan ke depan yang
dihadapi untuk meraih
kesejahteraan masih
membutuhkan upaya yang
lebih ekstra (extra effort ),
sedangkan ruang fiskal yang
tersedia belum sepenuhnya
memadai. Untuk itu,
dibutuhkan strategi yang
tepat, di mana kita dihadapkan
dua opsi apakah perlu berutang
sebagai window of opportunity
demi mengejar ketertinggalan
atau sebaliknya tidak perlu
berutang, namun kehilangan
kesempatan (opportunity loss)
untuk mengejar
ketertinggalan.  

Utang merupakan pilihan
kebijakan untuk mengantar
rakyat Indonesia dapat
hidup sejahtera,
tersedianya
infrastruktur yang
memadai, layanan kesehatan
dan pendidikan yang
berkualitas dan merata. Jadi, di
sinilah dapat dimaknai bahwa
utang itu sesuai kebutuhan
untuk menutup financing gap
dalam rangka memelihara
momentum agar terhindar dari
opportunity loss untuk
mewujudkan kesejahteraan. 

Prinsip kedua adalah utang
sesuai kemampuan. Apabila
kita mencermati
perkembangan pengelolaan
fiskal sebelum pandemi,
pengelolaan fiskal sangat
prudent dan sustainable . Hal ini
terefleksi dari penerimaan
perpajakan rata-rata tumbuh
sebesar 10,2% dari PDB pada
lima tahun terakhir sebelum
pandemi, keseimbangan
primer sudah bergerak menuju
positif, defisit APBN sebesar
2,3% PDB, dan rasio utang

terkendali di level 29,04% PDB. 
Berdasarkan

perkembangan terkini,
outstanding utang pemerintah
per Mei 2022 sebesar
Rp7.002,2 triliun atau 38,9%
PDB, dengan komposisi 71%
dalam rupiah dan 29% dalam
bentuk valas. Capaian tersebut
jauh lebih rendah dari batas
maksimal yang ditetapkan di
fiscal rule , yaitu rasio utang
sebesar 60% PDB. 

Apabila dibandingkan
beberapa negara peers,  rasio
utang Indonesia juga masih
relatif rendah. Kondisi ini
menunjukkan bahwa utang
Indonesia masih solvable dan
tidak akan mengganggu
kesinambungan fiskal. 

Prinsip ketiga adalah utang
untuk kegiatan produktif.
Berdasarkan konsep golden
rule, apabila utang digunakan
untuk investasi, maka utang
dapat menjadi instrumen
dalam mengakselerasi
pencapaian target
pembangunan. Utang untuk
investasi akan mendorong
produktivitas utang lebih

tinggi dari risikonya, hal ini
berarti risiko utang terkendali
dan sustainable . Hal ini yang
terus dipegang teguh oleh
pemerintah. 

Pada periode 2015-2021
terjadi penambahan utang
sebesar Rp4.305,34 triliun,
sementara itu pada periode
yang sama kebutuhan
anggaran produktif
(infrastruktur, pendidikan,
dan kesehatan) mencapai

Rp6.382,3 triliun. Artinya,
pemanfaatan utang diarahkan
untuk kegiatan produktif (
human capital  dan physical
capital ) lebih besar dibanding
penambahan utang. 

Ketiga prinsip di atas
nyatanya menjadi salah satu
kunci keberhasilan pemerintah
keluar dari krisis pandemi.
Tentu masih lekat di ingatan
bahwa sepanjang pandemi
Covid-19 pemerintah
menempuh kebijakan fiskal
extraordinary .  

Konsekuensinya, defisit
melebar mencapai 6,14% PDB
dan diikuti peningkatan rasio
utang mencapai 39,39% PDB

pada 2020. Hal ini terutama
dipengaruhi oleh kurang
optimalnya pendapatan
negara, seiring pelemahan
kinerja perekonomian dan
digunakannya berbagai
insentif perpajakan sebagai
instrumen stimulus fiskal di
masa pandemi. Sementara ini
belanja negara justru
meningkat untuk mendukung
penguatan countercyclical
dalam penanganan Covid-19
dan pemulihan ekonomi. 

Meski demikian, langkah
pelebaran defisit dan
penambahan utang tersebut
justru mampu menahan
pemburukan ekonomi yang
semakin dalam. Pertumbuhan
ekonomi walaupun
terkontraksi -2,07% pada 2020
dapat kembali tumbuh positif
3,7% pada 2021, atau lebih baik
dibanding mayoritas negara
peers. 

Berbagai indikator
kesejahteraan Indonesia juga
mengalami perbaikan seiring
implementasi kebijakan fiskal.
Kemiskinan Indonesia berhasil
mencapai level satu digit, yaitu
9,71% per September 2021
atau turun dari 10,19% pada
September 2020. Selanjutnya,
tingkat pengangguran juga
mengalami penurunan sebesar

0,67 juta orang, ke level
6,5% di Agustus 2021 se -
telah sebelumnya mencapai

7,1% pada Agustus 2021. 
Dengan memperhatikan

ihwal tersebut, kita dapat
belajar bahwa utang yang
dikelola dengan manageable
dapat menjadi instrumen
penting bagi perekonomian,

terutama untuk
mewujudkan

kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia. 

Kendati demikian,
pemerintah juga menyadari
bahwa pilihan kebijakan utang
membawa konsekuensi risiko.
Untuk itu, aspek prudent  dan
sustainable tetap menjadi
pertimbangan utama
pemerintah ketika mengambil
pembiayaan yang bersumber
dari utang. 

Di samping itu, pemerintah
juga telah mempersiapkan
strategi keberlanjutan fiskal
dalam jangka menengah-
panjang dengan melakukan
langkah konsolidasi fiskal yang
disertai reformasi fiskal. 

Pandangan dan pendapat
dalam artikel ini sepenuhnya
mencerminkan pandangan
dan pendapat penulis, tidak
mewakili institusi.  p
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tot TNI, khususnya TNI AL, kembali bertambah
kuat. Rabu (15/6) lalu, hulu balang matra laut ini
mendapat tambahan alutsista baru yang sangat
strategis, yakni satu unit Pesawat CN235-220
Mari time Patrol Aircraft (MPA) dan dua unit
Helikopter Anti Kapal Selam (AKS). Serah terima
itu dilakukan Direktur Utama PT Dirgantara

Indonesia (DI)  Gita Amperiawan kepada Menteri Pertahanan
(Menhan) Prabowo Subianto. 

Terselesaikannya dua jenis alutsista canggih pesanan
Kemen  terian Pertahanan tersebut menegaskan kapasitas PT DI
se  bagai bagian industri pertahanan nasional yang bisa
diandalkan dan dibanggakan. Tidak banyak negara di dunia
yang me mi liki kapasitas untuk membuat pesawat ter bang dan
helikopter. Apalagi, melakukan inovasi canggih untuk
memenuhi ke pu tus an militer. 

Di balik prestasi tersebut, tak kalah membanggakan adalah
keterlibatan tenaga ahli milenial. Direktur Utama PT DI Gita
Amperiawan menyebut, dalam membangun pesanan terse but
menyerap 122.000 manhoursPT DI di area engineering, di mana
30,1% di antaranya merupakan engineermilenial PT DI.
Sementara jumlah manhoursdi area produksi adalah 393.000
manhoursdengan kontribusi tenaga milenial yang mencapai
40% di area produksi. 

Keberadaan tenaga milenial di industri yang sarat dengan
high tech tersebut bukan sekadar menunjukkan geliat bisnis PT
DI hingga membuka lowongan untuk tenaga kerja baru. Lebih
dari itu, keterlibatan milenial memastikan terjaminnya transfer
of knowledge dari pakar-pakar senior kepada generasi muda
yang kelak akan menjadi tulang punggung PT DI. 

Sering dengan pulihnya  perekonomian negeri ini, PT DI
yang sempat mengalami krisis pada lebih dari dua dekade lalu
perlahan bangkit kembali untuk mewujudkan  mimpi tersebut.
Keputusan PT DI untuk merancang bangun dan memproduksi
N-219 sebagai tonggak penting kebangkitan. Tapi, tak kalah
pen  ting adalah munculnya kembali talenta-talenta muda di
balik layar produksi perusahaan yang bermarkas di Bandung
ter se but. 

Keberadaan tenaga milenial di PT DI menegaskan kesiapan -
nya untuk terbang semakin tinggi dan menerima tantangan u n -
tuk memenuhi pesanan dari dalam negeri. Seperti diungkapkan
Menhan Prabowo,  PT DI ternyata baru mampu memproduksi
dua unit CN235 setahun. Jumlah ini tentu masih jauh kapasitas
yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Belum lagi sejumlah negara di Asia, Afrika, Amerika Latin,
hingga Eropa disebut juga menginginkan pesawat jenis ini. 

Idealnya, PT DI mampu memproduksi 24 unit pesawat
CN235 setahun. Kabar bagusnya, Presiden Joko Widodo sudah
merestui rencana peningkatan kapasitas produksi pesawat
tersebut hingga 23 unit setahun. Dalam konteks inilah, Holding
Defend ID mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara
(PMN) untuk PT DI sebesar Rp900 miliar dari total Rp3 triliun
untuk yang diajukan kepada BUMN strategis. 

Pengembangan kapasitas produksi ini juga diarahkan untuk
menggarap  setumpuk pesanan N-19 yang sudah mulai masuk
lini produksi. Berdasarkan keterangan PT DI, pada Agustus
2022 ini PT DI akan menyerahkan N-219 pertama kepada
Pemda Aceh. Selain Aceh, pesanan juga datang dari Pemda
Kaliman tan Utara dan Pemda Papua. Sejumlah maskapai
domestik seperti Aviastar, Trigana, dan Pelita Air juga sudah
antre. 

Belum lagi tantangan untuk menggarap  program-program
PT DI ke depan seperti program pengembangan pesawat
KFX/IFX dengan Korea Selatan dan proyek pengembangan
drone Elang Hitam yang kini berlangsung. Dan, yang menarik,
pengembangan kapasitas produksi juga diikuti dengan proposal
penambahan 191 tenaga kerja baru untuk lima tahun ke depan. 

Fakta-fakta tersebut tentunya membutuhkan langkah cepat
manajemen PT DI bukan hanya meningkatkan kapasitas alat
produksi, tapi juga menggembleng tenaga milineal yang andal
untuk menggaransi keberlanjutan pertumbuhan PT DI,
termasuk dalam mengatasi berbagai ketertinggalan dari negara
yang maju di industri dirgantara. p
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Tenaga Milenial 
untuk Masa Depan PT DI 

ertangkapnya
sejumlah petinggi
dan pengurus
kelompok Khi la -
fatul Muslimin di
beberapa tempat
menjadi indikasi

kuat bahwa aliran atau
kelompok yang hendak
merusak tenun kebangsaan
masih eksis di republik ini. 

Aparat kepolisian telah
men jelaskan bahwa para
petinggi dan pengurus
Khilafatul Muslimin berupaya
untuk mengganti Pancasila
dengan kampanye penegakan
khilafah. Spanduk bertuliskan
“Sambut Kebangkitan Khilafah
Islamiyah” menjadi angin
buruk bagi iklim
keberagamaan di Indonesia. 

Kampanye yang menyata -
kan bahwa hanya khilafah yang

bisa memakmurkan bumi dan
mensejahterakan umat,
menjadi common enemy
(musuh bersama) yang dapat
mengancam persatuan dan
kesatuan bangsa. Satu sisi juga
menjadi penanda bahwa
kelompok ini terus bergerak
dengan militansi yang tinggi. 

Adapun yang sangat
mengkhawatirkan, terdapat
puluhan sekolah yang
berafiliasi dengan kelompok
ini. Tidak hanya itu, kelompok
ini memiliki jaringan luas yang
berperan untuk mendoktrin
agar orang dapat meyakini
sistem khilafah sebagai
pengganti ideologi Pancasila
(Sindonews, 23 Juni 2022). 

Kelompok ini sedang mem -
bangun citra untuk melakukan
brain wash (cuci otak), yang
pada saat bersamaan sejatinya
sedang mengokohkan verbal
violence (kekerasan verbal)
dalam konteks mengganggu
tatanan kebangsaan. Dengan
kata lain, kelompok ini ber ope -
rasi dengan sangat rapi dan ter -
kontrol dalam satu garis ko -
man do. Jika ini dibiarkan,
dapat dipastikan perlahan
menjadi kekuatan kelompok
garis keras yang bisa dikate go -
ri kan sebagai capital violence
(modal mencipta kekerasan)
untuk terus mengobok-obok
jati diri kebangsaan Indonesia. 

Strategi yang dikem bang -

kan begitu dahsyat. Kelompok
ini menerbitkan buletin seb a -
gai sarana untuk mulai menga -
bur kan dan membenturkan
antara nasionalisme dan
agama. Ada yang
berperan sebagai
menteri pendidikan
yang bertugas
untuk mendesain
bahan ajar pada
lembaga
pendidikan yang
terafiliasi dengan
kelompok ini. Bukan
tidak mungkin, lembaga-
lembaga lain dapat menjadi
sasaran berikutnya. 

Mereka sedang berusaha
untuk memutarbalikkan
sejarah bangsa dengan
mengam panyekan khilafah.
Sudah dapat dipastikan, ajaran
yang dikembangkan adalah
penolakan terhadap
kebinekaan bangsa serta
pengingkaran terhadap
kesepakatan bersama yang
telah diikat dalam Pancasila.
Bahkan, agama dimanfaatkan
sebagai bagian dari daya pikat
untuk memengaruhi massa. 

Kampanye khilafah dengan
menolak Pancasila sebagai
ideologi bangsa dapat kita
analisis proses tumbuhnya.
Kampanye ini lahir dari sua sa -
na kebatinan yang merasa
tidak puas terhadap sistem dan
pola keberlangsungan

kehidupan keagamaan, sosial,
politik dan bahkan ekonomi. 

Dalam konteks ini, dapat
dipastikan tiga kemungkinan,
yaitu pahamnya salah, salah
paham, dan disalahpahamkan.
Kelompok Khilafatul Muslimin
ini mewujud sebagai pendulum
kebangsaan yang bergeser ke
arah eksklusivisme dan
menelikung ke seluruh lapisan
masyarakat dengan melakukan
kampanye dan indoktrinasi
khilafah. Pola gerakan yang
mulai berani tampil ke publik
ini akan melahirkan
kebimbangan yang berujung
pada perpecahan bangsa. 

Perselingkuhan antara

pemahaman keagamaan yang
sempit dan budaya indok tri -
nasi dari luar telah men cip ta -
kan berbagai kontradiksi pada
tingkat cara pikir, ritualitas,
nilai serta komitmen. Bila
kontradiksi semacam ini terus
diterima sebagai implikasi dari

bagian kehidupan
kebera ga ma an, tentu
dapat melahirkan
gerakan besar
untuk meng ubah
ideologi bangsa. 

Pada titik ini,
perlu ikhtiar kolektif

dalam membaca tren
yang sedang terjadi

untuk melahirkan nalar
kesadaran. Pada tataran

tantangan (current challenges ),
sudah sangat nyata di depan
mata bahwa kelompok
pemang gul dan pelatuk
keagamaan yang hendak
mengganti paham terus be r -
me tamorfosis. Kini yang
dibutuhkan adalah komitmen
bersama untuk melakukan
pencegahan sebagai bagian
dari sense of collective sensitivity
(kepekaan kolektif). 

Ikhtiar dan Kepekaan
Kolektif  

Pada satu sisi, dibutuhkan
gerakan massif yang tidak
sekadar seromonial belaka atau
penuh dengan agitasi wacana.
Keberadaan Badan Ideologi

Pembinaan Pancasila (BPIP),
Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme
(BNPT), pengarusutamaan
Moderasi Beragama, semuanya
sangat diperlukan. 

Tentu, kampanye yang ha -
rus dijalankan dalam konteks
pembinaan dan pencegahan
tidak berhenti pada kegiatan
kolosal yang berujung pada
pertanggung jawaban admi nis -
tratif layaknya program semi -
nar, workshop, lokakarya, pe la -
tihan ataupun kegiatan formal
lainnya yang senyap, hanyut,
tanpa ada tindak-lanjutnya.
Yang lebih tragis lagi, kegiatan
dan program yang berkaitan
dengan peneguhan komitmen
kebangsaan dilaksanakan
hanya untuk menghabiskan,
atau setidaknya penyerapan
anggaran. 

Padahal, pencegahan
intoleransi harus dibangun
sejak dari hulu hingga  hilir
dengan sistematis, terstruktur,
dan komprehensif.
Penanganan gerakan intoleran
harus dimulai sejak awal agar
tidak merembet pada gerakan
yang lebih berbahaya, yaitu
radikalisme, dan bahkan
terorisme. Menjadi mafhum,
gerakan radikalisme tidak
dapat dihentikan dalam waktu
sekejap dan juga tidak bisa
dilenyepkan hingga akar-
akarnya. Setidaknya, usaha

untuk meminimalisasi agar
tidak meluas pada ruang-ruang
keberagamaan lainnya harus
tetap digalakkan. 

Ikhtiar kolektif untuk
memutus mata rantai bibit-
bibit radikalisme yang ber -
usaha untuk mengampa nye -
kan khilafah harus menjadi
gerakan kesadaran secara
sistematis. Perlu dibuat sebuah
komitmen di mana setiap kita
harus menjaga konsistensi,
identitas, dan otentesitas diri
dalam hutan rimba industri
pemikiran keagamaan. Jika
tidak, implikasinya sungguh
sangat besar dan dapat
melahirkan disintegrasi bangsa
di mana setiap kelompok
masyarakat dikonstruksi
dengan doktrin provokatif, dan
dengan gaya keberagamaan
yang ekstrem. 

Tugas kita memang berat,
ibarat pemadam kebakaran
yang harus pontang-panting
memastikan keadaan aman
dan tidak ada bara api yang
merangsek masuk ke atap dan
dinding rumah. Harus disadari,
membangun kesadaran
bersama untuk menguatkan
integrasi bangsa harus menjadi
perhatian dari semua
kalangan, minimal dalam
tindakan pribadi dengan terus
menjaga ikatan kebangsaan
dalam tataran persatuan dan
keutuhan. p
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Dengan peran APBN yang sedemikian penting, wajar apabila Pemerintah secara
konsisten menjaga APBN agar tetap sehat. Melalui berbagai reformasi fiskal,
Pemerintah ingin terus berupaya untuk meningkatkan kualitas APBN, baik dari
sisi pendapatan, kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.

Khilafatul Muslimin dan Ancaman Disintegrasi Bangsa  

Menjaga Utang Negara
Tetap Prudent dan Produktif  

koran sindo/tahyuddin

koran sindo/wawan bastian
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